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Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya realitas belum optimalnya pengelolaanzakat di Provinsi Riau. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai denganpeningkatan taraf  hidup masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalammembayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurangmaksimalnya kinerja UPZ dalam manajemen pelaksanaan dan pengumpulan zakat sertakurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi. Adapun yangmenjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah manajemenpengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukanbertujuan menganalisa manajemen pengumpulan zakat profesi di UPZ PemerintahProvinsi Riau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengolah data yangdiperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel,grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median mean, persentase,dan standar deviasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 46 instansi. Teknikpengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukansecara langsung kepada responden di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di UPZ instansi PemerintahProvinsi Riau dikatakan “Sangat tidak baik”. Berdasarkan data yang diperolehdari 46responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangattidak setuju.
Kata Kunci:Manajemen, Zakat, UPZ, Profesi
PENDAHULUANPemberdayaan ekonomi umat Islammelalui pelaksanaan ibadah zakat masihbanyak menemui hambatan yangbersumber dari kalangan umat Islam itusendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di
kalangan umat Islam masih belum diikutidengan tingkat pemahaman yangmemadai tentang ibadah zakat ini,khususnya jika diperbandingkan denganibadah wajib lainnya seperti shalat danpuasa. Kurangnya pemahaman tentang
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jenis harta yang wajib zakat danmekanisme pembayaran yang ditentukanoleh syariat Islam menyebabkanpelaksanaan ibadah zakat menjadi sangattergantung pada masing-masing individu.Hal tersebut pada gilirannyamempengaruhi perkembangan institusizakat, yang seharusnya memegangperanan penting dalam pemberdayaanibadah zakat secara kolektif agarpelaksanaan ibadah harta ini menjadilebih efektif dan efisien.Dalam masalah zakat, pemerintahtelah turut andil  dalam membuatkebijakan. Ini berwujud dengandikeluarkannya Undang-undang yangberkaitan dengannya, sekaligus berkaitandengan pajak. Undang-undang tersebutadalah Undang-undang No. 23 Tahun2014 Tentang Pengelolaan Zakat yangdidalamnya menyebut antara lain bahwapengelolaan zakat di Indonesia dilakukanBAZ yang dibentuk oleh pemerintah danLAZ yang dibentuk oleh masyarakat.Dalam pasal 22 PP No 14 Tahun 2014menyebutkan bahwa Baznas merupakanlembaga pemerintah nonstruktural yangbersifat mandiri dan bertanggung-jawabkepada Presiden melalui Menteri Agama.Baznas yang berkedudukan di Ibukota negara ini, merupakan lembaga yangberwenang untuk melakukan tugaspengelolaan zakat secara nasional.Dengan adanya lembaga yang mengaturharta zakat tersebut dengan harapanpemerataan bisa dilakukan dankemiskinan dapat segera diminimalisir.Berdasarkan penilitian yangdilakukan PIRAC, bahwa potensi zakatyang ada di Indonesia dalam setahunsebesar dua puluh triliun rupiah. Iniadalah sebuah potensi yang luar biasabesar sekali. Dengan potensi ini kita bisamembuat program-program sosialekonomi dalam rangka membantumasyarakat dhuafa.Zakat  adalah  salah satu  ibadahpokok dan termasuk salah satu  rukunIslam. Zakat  difardhukan di Madinah
pada bulan Syawal tahun kedua hijriahsetelah  kefardhuan  puasa ramadhan danzakat fitrah (Az-Zuhailli, 2011:167).Dalam  kaitan dengan hubungan manusiadengan Allah  SWT (ibadah), danhubungan manusia dengan  sesamamanusia (mu’amalah), setiap muslimharus memiliki kesadaran yang kuatuntuk membayar  zakat fitrah di sampingitu juga kita sebagai muslim tidak bolehlupa juga untuk membayar zakat.Minimnya kesadaran masyarakatterhadap perkara dalam menunaikanzakat, maka akan berdampak terhadappenerimaan zakat. Hal yang patutdisyukuri pada saat ini adalahpertumbuhan  masyarakat yang baik,dengan seiring berkembangnyaperekonomian masyarakat, seharusnyamempunyai dampak terhadappengumpulan zakat, yang dapatdimanfaatkan untuk kesejahteraanmasyarakat yang kurang mampu. Namun,pelaksanaan  zakat pada saat ini belumberjalan dengan baik, karena disebabkanoleh berbagai macam permasalahan, salahsatunya yaitu kurangnya kesadaranmasyarakat dalam membayar  zakatterutama dalam membayar zakat profesi.Sebagian masyarakat hanya sadarmembayar zakat fitrah dan zakat maltanpa mengetahui secara mendalamtentang zakat mal, yang bahwasesungguhnya zakat profesi juga termasukbagian dari pada zakat mal. Namun, zakatprofesi pada saat ini jarang ditunaikanoleh masyarakat karena kurangnyasosialisasi peranan dari ilmuwan yang ahlitentang zakat dan lembaga zakat seperti:LAZ, BAZ, dan UPZ. Sehingga merekamenganggap apabila membayar zakatprofesi ini mereka mengeluarkan uangyang banyak dan mereka takut hartamereka berkurang karena mereka sudahterbiasa membayar zakat fitrah setiapbulan Ramadhan. Namun, sebenarnyazakat profesi ini juga merupakan suatukewajiban bagi setiap muslim yangmempunyai harta yang sudah terpenuhi
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ketentuan dan persyaratan harta yangwajib zakat. Selain itu masih kurangnyakinerja anggota  pengumpul dana zakat,yang disebabkan kurang maksimalnyakinerja anggota pengumpulan zakat. Olehsebab itu, dibutuhkan sekali perananpemerintah dalam hal ini yangdilaksanakan  oleh BAZ setiap daerahuntuk menggerakkan kesadaranmasyarakat untuk membayar zakatprofesi.Selain itu pelaksanaan zakat padasaat ini belum berjalan dengan baik,disebabkan kurangnya maksimal kinerjaBAZ yang dibantu beberapa UPZ dandikoordinir oleh BAZ setiap daerahsehingga mempengaruhi partisipasimasyarakat untuk membayar zakatprofesi semakin minim, sebagaimana yangterjadi pada BAZ Pemerintahan ProvinsiRiau yang disebabkan oleh beberapa UPZyang tidak aktif dalam pengumpulan zakatkhususnya zakat profesi. Berdasarkandata dari Kementrian Agama RepublikIndonesia bahwa apabila pengumpulanzakat dikelola dengan baik maka akanterkumpul dana zakat sebesar 200 trilyunrupiah. Sebuah potensi keuangan ummatyang dapat digunakan untukmengentaskan kemiskinan. Datapengumpulan zakat di Provinsi Riau barupada dataran 3 milyar rupiah. Begitu pula,berdasarkan data penelitian dari BAZNASbahwa UPZ yang aktif ada 24 dan yangtidak aktif 22 UPZ. Akan tetapi menurutpenelitian Kemenag Provinsi Riau bahwaUPZ yang aktif 11 UPZ.Data di atas menunjukkan bahwakurangnya maksimal pelaksanaan kinerjaBAZ yang ada di dalam memaksimalkanpengumpulan zakat di UPZ yang adaseharusnya dengan pesatnyapertumbuhan yang ditandai denganpeningkatan taraf  hidup masyarakat yangdapat dilihat dari perkembanganperekonomian yang baik, peningkatanperekonomian masyarakat tidakdibarengi dengan peningkatan dalammembayar zakat khususnya zakat profesi.
Hal tersebut dipengaruhi kurangmaksimalnya kinerja BAZ dalampelaksanaan pengumpulan zakat sertakurangnya kesadaran masyarakat untukmembayar zakat profesi.Berdasarkan uraian latar belakangmasalah di atas peneliti tertarik untukmengadakan pengkajian lebih dalamtentang persoalan menejemenpengelolaan zakat di UPZ  karena hal inimenjadi signifikan untuk dikaji gunamengetahui sejauhmana perkembanganzakat di UPZ dengan judul penelitian
Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ
Instansi Pemerintah Provinsi Riau.Supaya penelitian ini lebih terarahdan tidak menyimpang dari topik yangdipersoalkan, maka penulis membatasipenelitian ini dalam dua hal: Pertama :Baznas dalam pengumpulan dana potensiumat tidak hanya terbatas pada zakat tapijuga termasuk pengumpulan dana infak,sedekah, dan wakaf. Akan tetapisehubungan dengan dana yangdikumpulkan di UPZ Pemerintah ProvinsiRiau hanya sebatas zakat profesi, makapeneliti membahas hanya seputarpengelolaan zakat profesi. Kedua; lembagapengumpul zakat sesungguhnya daribeberapa unsur yaitu BAZNAS; LAZ, UPZdan masjid. Akan tetapi dalam penelitianini penulis hanya membatasi mengkajipengelolaan zakat di UPZ PemerintahTingkat 1 Provinsi Riau, terkait denganpembentukan UPZ, pengumpulan,mekanisme pembayaran dan pengelolaanzakat di UPZ pemerintah Provinsi Riau.Berdasarkan latar belakang tersebutdi atas, maka dapat dirumuskan masalahsebagai berikut : Bagaimana manajemenpengelolaan zakat di UPZ pemerintahProvinsi Riau?. Adapun tujuan yang ingindidapatkan dari penilitian adalahmengetahui manajemen pengelolaanzakat di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.Adapun manfaat yang diharapkandari penelitian ini adalah sebagai berikut:(1) Secara ilmiah temuan penelitian inidiharapkan dapat memberikan kontribusi
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akademik dan keilmuan bagi lembagaamil zakat pada umumnya dan khususnyaBAZNAS Provinsi Riau dalam rangkameningkatkan pengelolaan zakat di UPZPemerintah Provinsi Riau; (2) Secarapraktis temuan  penelitian ini diharapkandapat dijadikan sarana evaluasi dan databagi pihak lembaga amil zakat atau pihakyang terkait tentang pengelolaan zakat diUPZ Pemerintah Provinsi Riau; dan (3)Penelitian ini diharapkan menjadi rujukanatau referensi penelitian berikutnyatentang menejemen pengelolaan zakatkhususnya zakat profesi di UPZPemerintah Provinsi Riau.
KONSEP TEORI
Hakikat ManajemenIstilah manajemen (management)telah diartikan oleh berbagai pihakdengan prespektif yang berbeda, misalnyapengelolaan, pembinaan, pengurusan,keterlaksanaan, kepemim-pinan,pemimpin, ketatapengurusan,administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilahdiwarnai oleh latar belakang pekerjaanmereka. Meskipun pada kenyataan bahwaistilah tersebut memiliki perbedaanmakna.Seperti banyak bidang studi lainnyayang menyangkut manusia, manajemensulit didefinisikan. Dalam kenyataannya,tidak ada definisi manajemen yang telahditerima secara universal. Mary ParkerFollet mendefinisikan manajemen sebagaidalam menyelesaikan pekerjaan melaluiorang lain. Definisi ini mengandung artibahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui orang-orang lainuntuk melaksanakan berbagai tugas yangmungkin diperlukan, atau berarti dengantidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.Pengertian manajemen begitu luassehingga dalam kenyataannya tidak adadefinisi yang digunakan secara konsistenoleh semua orang. Manajemendidefinisikan sebagai proses karenasemua manajer, tanpa memperdulikan
kecakapan atau keterampilan khususmereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitanuntuk mencapai tujuan-tujuan yangmereka inginkan.Proses tersebut terdiri darikegiatan-kegiatan manajemen, yaituperencanaan, pengorganisasian,pengarahan, dan pengawasan. Hal inimenunjukan bahawa para manejermenggunakan semua sumber dayaorganisasi, keuangan, peralatan daninformasi seperti halnya orang dalampencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Orang (atau sumber daya manusia) adalahsumber daya terpenting bagi setiaporganisasi. Tetapi para manajer tidakakan dapat mencapai tujuan secaraoptimal bila mereka mengabaikan sumberdaya atau sumber daya organisasi lainnya.
Hakikat ZakatSecara etimologis (lughat), Zakat,dari kata “zaka” berarti: suci, bersih,tumbuh, dan berkah. Allah SWTberfirman:
           
             
            
        
   Artinya : “Kalau bukan karena karunia
Allah dan rahmatnya kepada
kalian, niscaya tidak seorangpun
di antara kalian selamanya
bersih (dari perbuatan dosa).
Akan tetapi Allah mensucikan
siapa yang dikehendakinya, dan
Allah maha mendengar lagi
maha mengetahui.”(Q.S Al-Nur24:21).
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Digunakan kata zaka dengan arti“mensucikan”, atau “membersihkan”,karena zakat mengandung hikmahmembersihkan atau mensucikan jiwa danharta orang yang berzakat.Dalam arti terminologis (hukum),menurut Al-Mawardi: “ Zakat, adalahharta tertentu yang diberikan kepadaorang tertentu, menurut syarat-syarattertentu pula.” Sedangkan menurutSyaukani: “Zakat adalah pemberiansebagian harta yang sudah mencapainishab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara’ yangmelarang kita melakukannya.”(Saleh,156:157).Menurut bahasa (lughat), zakatberarti: tumbuh, berkembang, kesuburan,atau  bertambah (HR. At-Tirmidzi) ataudapat pulaberarti membersihkan ataumensucikan (Q.S At-taubah: 10). Menuruthukum Islam  (istilah syara’), zakat adalahnama bagi suatu pengambilan tertentudari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikankepada golongan tertentu (Al-Mawardi,2004:34).Zakat dari segi etimologi memilikibeberapa arti, antara lain ialah“pengembangan”. Harta yang telahdiserahkan zakatnya, memberi berkahterhadap sisa harta sehingga secarakualitatif lebih bernilai guna meskipunsecara kuantitatif berkurang,sebagaimana diisyaratkan dalam firmanAllah SWT:
           
  
Artinya : “Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sadaqoh” (Q.S Al-Baqarah, 2:276).Dalam terminologi fiqh, secaraumum zakat didefenisikan sebagai bagiantertentu dari harta kekayaan yangdiwajibkan Allah SWT untuk sejumlah
orang yang menerimanya. MahmudSyaltut, seorang ulama kontemporer dariMesir, mendefenisi-kannya sebagai ibadahkebendaan yang diwajibkan oleh AllahSWT agar orang kaya menolong yangmiskin berupa sesuatu yang dapatmenutupi kebutuhan pokoknya.Pengertian ini sejalan dengan yangdirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yangmengatakan bahwa zakat  adalah ibadah
maliyah yang diperuntukkan memenuhikebutuhan pokok orang-orang yangmembutuhkan (miskin).Adapun zakat menurut terminologisyariat adalah bagian (harta) yang telahditentukan, dari harta tertentu, padawaktu tertentu, dan dibagikan kepadagolongan orang-orang tertentu.Bagian dari harta yang dikeluarkandinamakan “zakat” ini, selain dapatmenambah dan memperbanyak hartadapat juga mencegah malapetaka (yangmungkin menimpa harta tersebut),sebagaimana Allah SWT berfirman:
             
            
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian
harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan
mensucikan mereka.” (QS.At-Taubah 9:103).
Perundang-undangan ZakatPada tanggal 23 September 1999telah keluar Undang-undang RepublikIndonesia No.38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat. Untuk melaksanakanundang-undang tersebut elah dikeluarkanKeputusan Menteri Agama RepublikIndonesia No. 581 tahun 1999, yang mulaiberlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.Sebelum keluarnya undang-undangdi atas, di Indonesia sejak masa
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penjajahan sampai masa kemerdekaan,telah ada perundang-undangan yangberhubungan dengan pengaturan masalahzakat. Perundang-undangan itu adalahsebagai berikut: (1) Bijblad Nomor 2tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893; (2)Bijblad Nomor 6200  tanggal 28 Februari1905; (3) Surat Edaran KementerianAgama Republik IndonesiaNomor.A/VII/1736 7 tanggal 8 Desember1951; (4) RUU Zakat Tahun 1967 (Tidaksampai diundangkan, pen.); (5) PeraturanMenteri Agama R.I Nomor 4 Tahun 1968jo Intruksi Menteri Agama R.I No. 16 Th.1968; (6) Intruksi Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun1989 tanggal 12 Desember 1989; (7)Keputusan bersama Menteri Dalam NegeriR.I dan Menteri Agama R.I No. 29 Tahun1991/ 47 Tahun 1991, tanggal 19 Maret1991; (8) Intruksi Menteri Agama R.I No.5 tahun 1991 tanggal 18 Oktober 1991;dan (9) Intruksi Menteri Dalam NegeriNo.7 Tahun 1998.Dengan berlakunya Undang-undangR.I No. 38 Tahun 1999, kedudukanperundang-undangan sebelumnya masihtetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan/atau belum digantidengan peraturan yang baru berdasarundang-undang ini (pasal 24). (SuparmanUsman, 2002:163-164).
Ketentuan Tentang Syarat ZakatRukun adalah unsur-unsur yangterdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:(1) Orang yang berzakat (muzaki); (2)Harta yang dikenakan zakat, dan (3)Orang yang menerima zakat (mustahik).Syarat zakat adalah segala ketentuanyang harus dipenuhi dalam ketiga unsurtersebut. Syarat ini digali dan dijelaskandari hadis-hadis Nabi SAW. Secara rincisebagai berikut: Pertama, syarat orangyang berzakat (muzaki), adalah: (a) Islam,(b) akil-balig, dan (c) memiliki harta yangtelah memenuhi syarat. Kedua, syaratharta yang dizakatkan adalah: (a) harta
yang baik (halal), (b) harta tersebutdimiliki sepenuhnya oleh orang yangberzakat, dan (c) telah mencapai nishab(jumlah tertentu), serta (d) telahtersimpan selama satu tahun (haul), dan
Ketiga, syarat orang yang berhakmenerima zakat (mustahik) tertera dalamfirman Allah SWT berikut ini:
               
              
       
   Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakai itu,
hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, para
muallaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdeka-kan) budak,
orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang perjalanan,
sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah
maha mengetahui lagi maha
bijaksana.” (Q.S Al-Taubah 9:60).
Orang-orang yang Berhak (mustahik)
Menerima ZakatBerdasarkan surat Al-Taubah ayatke-60, ada delapan kelompok (asnaf)orang yang dinyatakan berhak mendapatzakat (mustahik), yakni: (a) Orang Fakir.Orang fakir adalah orang yang tidakmemiliki harta untuk memenuhikebutuhan pokoknya. Kefakiranseseorang ini disebabkan karenaketidakmampuannya untuk mencarinafkah, baik karena kecatatan fisikmaupun karena telah usia uzur (jompo);(b) Orang Miskin. Berbeda dengan orangfakir, orang miskin adalah orang yangtidak memiliki harta untuk memenuhikebutuhan pokoknya, namun ia mampu
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berusaha untuk mencari nafkah. Hanyasaja, penghasilannya tidak mencukupikebutuhan sendiri atau/dan kehidupankeluarganya; (c) Amil. Amil adalah orangatau orang-orang yang mendapat tugastugas untuk mengurus zakat, mulai daripengumpulan, penerimaan,pendistribusian, bahkan sampaipemberdayaaannya; (d) Muallaf. Secaraleksikal, muallaf berarti: orang-orangyang dijinakkan hatinya agar tetap beradadalam keislamannnya. Artinya, iamemerlukan masa yang cukup untukmemantapkan keyakinan-nya dalamagama yang baru dianutnya. Untuk itu, iamembutuhkan sumbangan dana tertentu;(e) Gharim. Gharim adalah orang-orangyang terlilit hutang.Ia tidak dapat keluardari lilitan hutangnya, kecuali denganbantuan zakat; (f) Fisabilillah. Secaraharfiah, kata sabilillah, berarti: jalan Allah.Bila dihubungkan dengan kata fi, makayang dimaksud dengan fisabilillah adalahkelompok yang melakukan kegiatan untukkepentingan menegakkan agama Allah. Disaat perang, sabilillah berarti perangmelawan musuh islam. Sedangkan dalamkeadaan damai, sabilillah berarti usahauntuk kepentingan menegakkan agamaAllah; dan (g) Ibnusabil. Secara harfiah,kata ibnu sabil, berarti: anak jalanan.Namun, yang dimaksud disini adalahorang-orang yang kehabisan bekal dalamperjalanan, kecuali dengan bantuan zakatini (Saleh, 2008: 159-163).
Hakikat Zakat ProfesiZakat adalah sedekah wajib. Secara
harfiah berarti bersuci. Besarnya zakatadalah persentase pas (2,5%) yang harusdibayar atas semua kekayaan bernilaiyang ada di tangan seseorang selamasetahun penuh. Zakat harus dibayar setiaptahun demi manfaat bagi orang-orangfakir dan miskin dalam masyarakatmuslim. Zakat merupakan suatukewajiban, mengingat ia merupakan salahsatu rukun Islam dan menjadi saranaekonomi yang penting dalam menegakkan
keadilan, kesejahteraan dan keamanansosial dalam masyarakat danpemerintahan muslim.(Zaqi, 2007:150).Dalam kamus besar bahasaIndonensia, profesi adalah bidangpekerjaan yang dilandasi pendidikankeahlian (keterampilan, kejuruan, dsb)(Kamus besar bahasa Indonesia pusatbahasa, 2008:1104).Pendapatan profesi adalah buahhasil kerja menguras otak dan keringatyang dilakukan oleh setiap orang. Contohdari pendapatan kerja profesi adalah: gaji,upah, insentif, atau nama lainnyadisesuaikan dengan jenis profesi yangdikerjakan baik itu pekerjaan yangmengandalkan kemampuan otak ataukemampuan fisik lainnya dan bahkankedua-duanya. Dari uraian diatas tadi,dapat dikategorikan sejumlah pendapatanyang termasuk dalam kategori zakatprofesi, seperti: (1) Pendapatan dari hasilkerja pada sebuah instansi, baikpemerintah (Pegawai Negeri Sipil ),maupun swasta (perusahaan Swasta).Pendapatan yang dihasilkan daripekerjaan seperti ini biasanya bersifataktif atau dengan kata lain relatif adapemasukan/pendapatan pasti denganjumlah yang relatif sama diterima secaraperiodik (biasanya per bulan); dan (2)Pendapatan dari hasil kerja profesionalpada bidang pendidikan, keterampilan,dan kejuruan tertentu, dimana si pekerjamengandalkan kemampuan/ keteram-pilan pribadinya, seperti: Dokter,pengacara, tukang cukur, artis, perancangbusana, tukang jahit, presenter, musisi,dan sebagainya. Pendapatan yangdihasilkan dari pekerjaan seperti inibiasanya bersifat pasif, tidak adaketentuan pasti penerimaan pendapatanpada setiap periode tertentu (Mufraini,2006:78-79).Pendapatan dibagikan kepada duakategori. Pertama, pendapatan penggajiandan upahan, pendapatan professional,pendapatan dari pada persewaan danpajakan, dan pendapatan dari pada
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pelaburan. Kedua, pendapatan dari padaperkilangan, pendapatan dari padapembangunan tanah, dan pendapatan daripada perniagaan. (Ismail dan Tahir,2006:277).Zakat profesi atau jasa disebutsebagai zakatu kasbil amali, artinya zakatyang dikeluarkan dari sumber usaha atauprofesi pendapatan jasa. Istilah profesi,disebut sebagai profession dalam bahasaInggris, diartikan sebagai suatu pekerjaantetap dengan keahlian tertentu, yangdapat menghasilkan gaji, honor, upah atauimbalan.Zakat Profesi adalah zakat ataspenghasilan sebagai imbalan daripekerjaan atau jasa yang dilakukannya.Misalnya seorang karyawan menerimagaji, upah, bonus, hadiah, insentif, dansebagainya. Seorang dokter, seorangpengacara, seorang akuntan menerimahonor, seorang perantara menerimakomisi, dan lain-lainnya (Am, 1994:436).
Ketentuan Hukum Zakat ProfesiZakat profesi adalah zakat yangdikeluarkan dari penghasilan profesi bilatelah mencapai nisab zakat. Profesidimaksud mencakup, profesi sebagaipegawai negeri, swasta, dan wiraswasta.Di dalam menetapkan harta obyekzakat, al-Qur’an dan sunnah menggunakandua metode pendekatan, yaitupendekatan tafsil dan pendekatan ijmal.Pendekatan tafsil adalah pendekatanrinci harta-harta yang harus dikeluarkanzakatnya, seperti hewan ternak, emas danperak, perdagangan, barang tambang,hasil pertanian dan rikaz atau barangtemuan.Pendekatan ijmal adalah pernyataanal-Qur’an bahwa zakat diambil dari hartayang dimiliki dan dari setiap hasil usahayang baik dan halal. Allah SWT berfirman:
               
            
Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian
harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan
mensucikan mereka. Sesu-
ngguhnya do’a kamu itu menjadi
ketentraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah maha mendengar lagi
maha mengetahui.”(Q.S. Al-Taubah, 9 :103).Zakat profesi hukumnya wajib bagipenghasilan bersih dari seseorang yangtelah mendapatkan gaji, honor atau upahyang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab. Allah SWTberfirman:
        
          
        
         Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang Kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk
lalu kamu menafkahkan dari
padanya, Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan
mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS.Al-Baqarah, 2: 267).Dari makna yang terkandung dalamayat ini, maka Fuqaha (Ahli Hukum Islam)
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menetapkan adanya kewajibanmengeluarkan. Zakat profesi, yang digalidari kata Minthoyyibatu Maa kasabtum.Diartikan sebagai penghasi-lan dan usahaprofesi atau dari hasil jasa seseorang(Mahjuddin, 2012:304).
Nisab Zakat ProfesiNisab adalah ukuran atau batasan.Dalam kamus bahasa Indonesiakontemporer disebutkan bahwa nisabadalah jumlah harta benda minimal yangdikenakan zakat.Paling tidak ada kemungkinan sebagaidasar perhitungan nisab tersebut.Pertama, disamakan dengan zakat emasdan perak, yaitu 93,6 gram emas.Sedangkan kemungkinqan kedua,disamakan dengan zakat hasil pertanian,yaitu wasq (sekitar 750 kg beras).Zakat yang harus dikeluarkan saatditerimanya penghasilan profesi itusebesar 5 atau 10 persen sesuai denganbiaya yang dikeluarkan. Beragamnyaprofesi membuat kedua macam standartersebut seringkali digunakan untukmenentukan nisab zakat profesi. Tentunyatergantung pada jenis profesi itu sendiri.Untuk keahlian seperti dokter spesialis,pengacara, arsitek maupun pejabat tingginegara nisabnya disamakan dengan zakathasil pertanian, yakni nilainya sebesar750 kg beras.Zakat dikalangan professional dilembaga pemerintah atau pun peru-sahaan swasta yang tak mencapai nisabpertanian, zakatnya disamakan denganzakat emas dan perak yaitu 93,6 yangbesarnya 2,5 persen. Setelah dikurangibiaya pokok untuk diri dan keluarganya.
Cara penghitungan Zakat ProfesiCara mengeluarkan zakat, yaitusesudah dihitung dengan sempurna dantelah siap dikeluarkan zakatnya,hendaklah meneguhkan hati dengan tulusikhlas bahwasanya mengeluarkan zakatharta benda adalah semata-sematakarena perintah Allah ta’ala. Kemudian
mengharap rahmatnya yang  berlipatganda serta bersyukur kepadanyakemudian niat dengan ucapan: “sayamengeluarkan sadaqoh wajib atas dirisaya (zakat karena Allah )”.Dasar-dasar perhitungan zakatprofesi: (a) Menentukan akhir tahun(haul); (b) Mengumpulkan semuagaji/honor dari profesi muzakki; (c)Memotong kewajiban-kewajiban yangharus dikeluarkan seperti nafkahdanhutang yang telah jatuh tempo,cicilankredit; dan (d) Nisab dihitungberdasarkan harga emas pada hari wajibzakat.Zakat profesi adalah 2,5 % untuk
haul yang memakai tahun hijriah dan2,275 untuk haul yang menggunakantahun masehi. Contoh cara perhitunganzakat profesi Ibrahim adalah seorangdosen PTN golongan IV/b dengan masakerja 20 tahun. Keluarga terdiri darisuami istri dan tiga anak.1) Penghasilan setiap bulan :a. Gaji resmi dari PTN Rp. 400.000,-b. Honorarium dari PTN Rp. 25.000,-c. Honorarium dari PTS lain Rp.   225.000,-d. Honorarium lain-lain Rp. 50.000,-
Jumlah Rp.  700.000,-2) Pengeluaran setiap bulan:a. Keperluan hidup pokok Rp. 600.000,-b. Angsuran kredit mobil Rp. 75.000,-c. Dan lain-lain Rp.  75.000,-
Jumlah Rp. 450.000,-Penerimaan   : Rp. 700.000,-Pengeluaran : Rp. 450.000,-Sisa              : Rp. 250.000,-Sistem penghitungannya : Rp. 250.000,- x 12 =Rp. 3.000.000,- di keluarkan zakatnyasebanyak 2,5 % = Rp. 75.000,-. (Arifuddin,2008:39-41).
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Tabel 1
Contoh Tabel Zakat Profesi Sistem Perhitungan Bulanan (Versi Baznas)
No Uraian Jumlah Satuan* Jumlah*
1. Total gaji pokok bulanan 45.000.000Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus,lembur,dll)
Total pemasukan 50.000.000
2. Angsuran Hutang Bulanan 12.000.000Pengeluaran lainSeperti pajak 4.000.000Pelunasan kredit berjangka 10.000.000
Total Pengeluaran 26.000.000
Pendapatan bersih( Total 1 – total 2) 24.000.000Sistem penghitungan nisab zakat profesi yangdijadikan pedoman oleh BAZNAS adalah senilaiharga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskankepada nisab pertanian sebesar 652 kg gabah.Sedangkan pengeluaran zakat diqiyaskan denganemas dan perak sebesar 2,5%
6000 x  524 Kg** 3.144.000
Zakat yang harus dikeluarkan= Pendapatan bersih x 2,5%= 24.000.000 x 2.5% 600.0000
*Jumlah Satuan dan Jumlahdalam Rupiah (Rp).**Dengan asumsi harga beras per 1 kg adalah Rp. 6.000,-.Zakat gaji, upah, honorium danlainnya serta pendapatan kerja profesitidak wajib dikeluarkan zakatnya kecualitelah melampaui batas ketentuan nisab.Karena pendapatan bersih melebihi nisabmaka wajib dizakati (Uqaily, 2010:167).Para ahli fikih kontemporerberpendapat bahwa nisab zakat profesidi-qiyas-kan (analogikan) dengan nisabkategori asset wajib zakat keuangan yaitu85 gram emas atau 200 dirham perak dandengan syarat kepemilikannya telahspesialis melalui kesempurnaaan masa
haul. Sedangkan untuk pendapatan darihasil kerja profesi (pasif income) parafuqaha berpendapat nisab zakat hasilperkebenunan dan pertanian yaitu 750 kgberas (5 sha’) dari benih hasil pertaniandan dalam hal ini tidak disyariatkankepemilikan satu tahun (tidakmemerlukan masa haul).  Hanya sajasetelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun2000 yang diberlakukan mulai Tahun2001 tentang Perubahan Ketiga atas UUNomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka
kewajibannya zakat dari penghasilanprofessional jenis ini harus dikalikansebesar 2.5 % sebagai tarif untuk setiapakhir masa haul. Hal ini dikarenakan UUtersebut tidak secara jelas mendefinisikanpenghasilan dari asset wajib zakat yangdimaksud. (Mufraini, 2006:80-81).
Pengumpulan Zakat melalui BAZCara pengumpulan zakat diaturberikut (pasal 12, 13, 14 undang-undangjo pasal 26 KMA): (a) Pengumpulan zakatdilakukan oleh Badan Amil Zakat dengancara menerima atau mengambil darimuzakki, atas dasar pemberitahuan darimuzakki; (b) Muzakki melakukanpenghitungan sendiri hartanya dankewajiban zakatnya, berdasarkan hukumagama; (c) Badan Amil Zakat dapatmemberikan bantuan kepada muzakkiuntuk menghitung zakatnya; (d) Zakatyang dibayarkan kepada Badan AmilZakat atau Lembaga Amil Zakatdikurangkan dari laba/pen-dapatan sisakena pajak dari wajib pajak yang
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bersangkutan sesuai peraturan-peraturanyang berlaku; dan (e) Pembayaran zakatdapat dilakukan kepada unit pengumpulzakat pada BAZ Nasional, BAZkabupaten/kota, BAZ kecamatan secaralangsung, atau melalui rekening padabank (Usman, 2002:173).Lingkup kewenangan pengum-pulanzakat oleh Badan Amil Zakat adalahsebagai berikut (pasal 25 KMA): (a) BAZNasional mengumpulkan zakat darimuzakki pada instansi/lembagapemerintah tingkat pusat, swasta nasionaldan luar negeri; (b) BAZ Propinsimengumpulkan zakat dari muzakki padainstansi/lembaga pemerintah dan swasta,perusahaan-perusahaan dan dinas daerahpropinsi; (c) BAZ kabupaten/kotamengumpul-kan zakat dari muzakki padainstansi/lembaga pemerintah dan swasta,perusahaan-perusahaan, dan dinas daerahkabupaten/kota; dan (d) BAZ kecamatanmengumpulkan zakat dari muzakki padainstansi/lembaga pemerintah dan swasta,perusahaan-perusahaan kecil danpedagang serta pengusaha di pasar(Usman, 2002:173).Penelitian tentang zakat sudahbanyak dikaji akan tetapi masih jarangyang membahas tentang manajemenpengelolan zakat di UPZ tingkat ProvinsiRiau. Namun ada penelitian yangmengangkat tema yang relevan yaitu
Pertama, Rina Yatimatul Faizah (2012)dan Moh. Hamrozi (2007) yang berjudul“Pelaksanaan dan pengelolaan ZakatProfesi dalam Tinjauan Fiqih danPerundang-undangan di Indonesia danImplementasi Zakat Profesi di UniversitasMuhamadiyah Malang”.
Kedua, Marina Zulfa (2009) yangberjudul “Stategi Pengumpulan DanaZakat pada Badan Amil Zakat KecamatanPekanbaru Kota di Pekanbaru". Penelitianini ditulis untuk mengetahui variabelpelaksanaan sosialisasi zakat terlaksanapada kategori baik.
Ketiga, Susmawanti (2009) yangberjudul “Manfaat Dana Zakat, Infaq, dan
Sedekah Melalui Pembiayaan Al-QurdhuHasan pada Kaum Duafa’ BMT Al-AminPekanbaru”.
Keempat, Don Safri (2012) yangberjudul “Peranan Badan Amil ZakatDaerah (BAZDA) terhadap Pemberda-yaan Ekonomi Usaha Mikro (Studi Kasuspada BAZDA Kab Kampar), dan penelitianlainnya.Sedangkan dalam penelitian inipenulis ingin meneliti manajemenpengelolaan zakat di Unit PengumpulanZakat (UPZ) instansi Pemerintah ProvinsiRiau, yang memiliki perbedaan denganpenelitian terdahulu, selain objek, tempatdan waktu yang diteliti juga berbeda.
METODEPenelitian ini adalah penelitian yangbersifat deskriptif kualitatif yaitupenelitian yang mengungkap fakta,keadaan, fenomena, variabel dan keadaanyang terjadi saat penelitian berjalan danmenyuguhkan apa adanya. Penelitiandeskriptif kualitatif menafsirkan danmenuturkan data yang bersangkutandengan situasi yang terjadi, khususnyakondisi pengelolaan zakat di UPZPemerintah Provinsi Riau.Penelitian  ini dilakukan di UnitPengumpulan Zakat (UPZ) PemerintahProvinsi Riau yaitu di 46 kantorInstansi/Badan bersangkutan denganalamat lokasi (terlampir). Waktupelaksanaan penelitian akan dilaksanakanselama lebih kurang  (enam) bulan, yaituterhitung sejak bulan Mei 2016 sampaidengan Oktober 2016.Adapun subjek penelitian ini adalahpihak manajemen yang menanganipengelolaan zakat profesi. Di UPZPemerintah Provinsi Riau. Sedangkanobjek penelitian ini adalah manajemenZakat Profesi di UPZ Pemerintah ProvinsiRiau. Adapun UPZ baik yang aktif maupuntidak aktif pada tahun 2013 yang terdaftarpada BAZ Provinsi Riau, yakni: (1) BADANINFOKOM DAN KESBANG; (2) BADAN
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PENGAWAS; (3) BADAN PENG.DATA DANELEKTRONIK; (4) BADANPERPUSTAKAAN ARSIP DANDOKUMENTASI; (5) BIRO HUMAS SETDA;(6) DINAS KESEHATAN; (7) DINASPENDAPATAN; (8) DINASPERHUBUNGAN; (9) DINASPERKEBUNAN; (10) DINASPERTAMBANGAN DAN ENERGY; (11)DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN;(12) DISPORA PROVINSI RIAU; (13)DINAS PARAWISATA DAN EKONOMIKREATIF; (14) DPRD PROVINSI RIAU;(15) KANTOR WILAYAH BPN; (16)KANWIL DIRJEN PAJAK SUMBAGTENG;(17) KANWIL HUKUM DAN HAM; (18)KEJAKSAAN TINGGI RIAU; (19) BIROSETDA PROPINSI RIAU; (20) BADANKESBANGPOL; (21) DINAS KEHUTANAN;(22) PENGADILAN TINGGI AGAMAPEKANBARU; (23) DINAS PERIKANANDAN KELAUTAN; (24) BADANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; (25)BADAN PERENCANAAN DANPEMBANGUNAN DAERAH; (26) DINASSOSIAL; (27) BKKBN; (28) DINASPEKERJAAN UMUM; (30) DINASKOPERASI; (31) DINAS KOMUNIKASI DANINFORMASI; (32) SEKRETARIAT MESJIDAGUNG AN-NUR; (33) KEMENAGPROVINSI RIAU; (34) RSUD ARIFINAHMAD; (35) DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI; (36) DINASPENYULUHAN PROVINSI RIAU; (37) YLPIUIR; (38) UIN SUSQA RIAU; (39)BAPELKES PROVINSI RIAU; (40) BADANEKOREGION PROVINSI RIAU; (41) PT.ANGKASA PURA II PEKANBARU; (42)TASPEN; (43) BANK RIAU KEPRI; (44)DINAS PENDIDIKAN; (45) BP2M; (46)INSPEKTORAT Pemprov Riau; dan (47)Badan Pemberdayaan PerempuanPemprov Riau (BAZ Pemrov RIAU, 2013).Populasi dalam penelitian adalah 46pengelola/staf yang bertanggung jawabterhadap pengelolaan zakat di UPZPemerintah Provinsi Riau. Sampel yangdigunakan dalam penelitian inimenggunakan sampel jenuh, yaitu
penentuan sampel yang semua anggotapopulasi digunakan sebagai sampel(Saebeni, 2008:168). Sampel yangdilakukan dalam penelitian ini adalahpihak manajemen yang menanganipengelolaan zakat di UPZ.Penelitian ini menggunakan dataprimer dan sekunder yang dikum-pulkanuntuk mencapai tujuan penelitian.Menurut pendapat Muhammad(2008:103-105), sumber data sebagaiberikut: (a) Data Primer, yaitu yangdiperoleh peneliti dari sumber asli, dalamhal ini proses pengumpulan data yangdiambil dari sampel atau objek penelitian.Data primer yang dimaksud disini adalahketerangan atau jawaban dari pihak yangmenangani pengelolaan zakat; (b) DataSekunder, yaitu data yang diantaranyadiperoleh dari bacaan literatur yangberkaitan dengan masalah yang diteliti.Data sekunder dapat juga berupa bukti,dokumen, catatan atau laporan historisbaik yang dipublikasikan, buku-buku teksliteratur mengenai manajemenpengelolaan zakat.Teknik pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah: (a)Interview (wawancara). Dalampenyusunan penilitian ini, wawancaradilakukan dengan pihak manajemen yangmenangani pengelolaan zakat profesi; (b)Dokumentasi. Metode dokumentasidigunakan sebagai pelengkap gunamemperoleh data sebagai bahaninformasi yang berupa latar belakang BAZ,produk-produk yang dimiliki, daftarpembayar zakat profesi serta data lainyang mendukung; dan (c) StudiKepustakaan, yaitu pengumpulan datadengan membaca buku, mencari literaturdan laporan-laporan yang berhubungandengan penelitian (Sugiyono, 2012:410).Adapun tahap-tahap pengolahandata dalam penelitian ini dilakukansebagai berikut: (a) Penyunting (editing),yaitu mengoreksi data penelitian yangtelah dikumpulkan; (b) Pengkodean
(coding), yaitu dengan cara memberi
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tanda, kode atau tanda yang lainnyaterhadap data yang dikategorikan samadalam proses ini, penulis memberikankode atau tanda terhadap data yang telahterkumpul dan dicek sesuai denganpenelitian; dan (c) Pentabulasi
(Tabulating), yaitu menyusun hasil dariangket tentang penilitian dimaksud,kemudian dituangkan dalam bentuk tabel.Penelitian ini menggunakan analisisdeskriptif kualitatif. Menurut AriefFurchan (1992:21) bahwa metodekualitatif adalah prosedur penelitian yangmenghasilkan data deskriptif, ucapan atautulisan, dan prilaku yang dapat diamatidari orang-orang (subjek) itu sendiri.Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatuyang akan dicari dalam objek penelitianbelum jelas dan belum pasti masalahnya(Beni Ahmad Saebeni, 2018:184). Dengandemikian dapat dikatakan bahwa analisisdeskriptif ini untuk mengurai hasilpenelitian yang kemudiandinterpretasikan berdasarkan teori yangtelah disusun. Hal ini digunakan untukmengetahui seberapa besar ImplementasiZakat Profesi di UPZ Instansi Tingkat IProvinsi Riau.
HASIL
Gambaran Umum dan Sejarah Singkat
BAZNAS Provinsi RiauLembaga resmi yang bertugasmengelola zakat, infak dan sodaqoh diProvinsi Riau pertama kali dibentukdengan surat keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat 1 Riau NomorKpts.532/XII/1987 dan NomorKpts.533/XII/1987 Tanggal 12 DesemberBazis maal atau disingkat BAZISMALProvinsi Riau.Pada tahun 1991 keluar keputusanbersama Menteri Dalam Negeri danMenteri Agama RI Nomor 29 tahun 1991dan Nomor 47 tahun 1991 tentangPembinaan Zakat. Atas dasar keputusanbersama tersebut, maka Gubernur KepalaDaerah Tingkat 1 Riau mengeluarkansurat keputusan nomer Kpts. 657/X/1992
tanggal 8 Oktober 1992 tentangPengangkatan Pengurus Badan AmilZakat, Infak dan Sadaqoh (BAZIS) ProvinsiRiau Periode tahun 1992-1997.Setelah berakhir masa kerjapengurus BAZIS Provinsi Riau Periodetahun 1992-1997 dilanjutkan olehpengurus BAZIS Riau Periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan keputusanGubernur Riau Nomer Kpts. 585/XII/1998tanggal 17 Desember 1998.Namun pada tahun 1999 disahkanberlakunya undang-undang nomer 38tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.Atas dasar itu pula kepengurusan BAZISProvinsi Riau menyesuaikan denganmaksud undang-undang tersebut, makanama BAZIS Provinsi Riau berubahmenjadi Badan Amil Zakat (BAZ) ProvinsiRiau. Untuk pertama kali kepengurusanBAZ Provinsi Riau mengacu pada UUNo.38 tahun 1999 adalah kepengurusanBAZ Provinsi Riau Periode 2000-2003dengan keputusan Gubernur Riau nomerKpts. 263/VI/2000. Selanjutnyakepenguru-san BAZ Provinsi Riau dariperiode ke periode tetap mengacu kepadaUU No.38 tahun 1999.Adapun visi BAZ provinsi Riauadalah: “Terwujudnya Badan Amil ZakatProvinsi Riau sebagai lembaga sosialmasyarakat yang bersifat mandiri, yangdikelola dengan manajemen modern dantranparan yang dipercaya olehmasyarakat dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat sebagai wujudpartisipasi umat Islam dalampembangunan nasional”. Sedangkan misiBAZ provinsi Riau adalah: “ (1)Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia pengelola zakat, infaq danshadaqah; (2) Meningkatkanpemberdayaan organisasi Badan AmilZakat Propinsi Riau, daerahkabupaten/kota, Kecamatan dan unitpengumpulan zakat diinstansi/perusahaan; (3) Penyuluhantentang kewajiban ZIS kepada Muzaki;dan (4) Memanfaatkan dana zakat infaq
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dan shadaqah dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat danmemotivasi para mustahiq berubahmenjadi muzaki.”
Data RespondenDalam melakukan penelitian inipenulis telah mengumpulkan angketpenelitian yang telah disebarkan kepada46 UPZ dan memakai sampel jenuh. Dalampenyajiannya penulis akan menyajikanseluruh identitas responden tersebut.Jumlah responden UPZ Pekanbaruberdasarkan jenis kelamin pria berjumlah26 responden (56%), dan respondenberdasarkan jenis kelamin wanitaberjumlah 20 responden (44%).Berdasarkan data umur responden,jumlah responden yang berusia 17-29tahun berjumlah 1 (2%), jumlahresponden yang berusia 30-39 tahunberjumlah 5 (10%), jumlah respondenyang berusia 40-49 tahun berjumlah 20(44%), dan yang berusia 50-80 Tahunberjumlah 20 orang atau (44%).Berdasarkan data pendidikanterakhir responden, diketahui bahwajumlah responden di UPZ Provinsi Riauberdasarkan pendidikan terakhir jumlahtingkat SD tidak ada, Jumlah tingkat SMP
tidak ada, jumlah tingkat SMA sebanyak 3(6%), jumlah tingkat Akademi/Diplomasebanyak 3 (6%), jumlah tingkat Sarjanasebanyak 30 (66%), jumlah tingkatPascasarjana sebanyak 10 (22%).
Manajemen Zakat Profesi di UPZ
Pemerintah Provinsi RiauHasil penelitian mengenaiManajemen Zakat Profesi di UPZPemerintah Provinsi Riau. Berikut inidijelaskan berdasarkan tanggapanresponden tentang Manajemen ZakatProfesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.Penelitian ini merupakan statistikdeskriptif yaitu penyajian data dengantabel, diagram lingkaran, perhitunganrata-rata dan persentase. Dari data angketyang dikumpulkan dari responden, dibuatdata rekapitulasi selanjutnya dataditransformasikan dari data kualitatifmenjadi data kuantitatif dengan memberskor pada angket. Kriteria jawaban danskor digunakan untukmentransformasikan dari data kualitatifdari setiap indikator yang digunakandalam konsep operasional.Berikut  hasil rekapitulasi dari 30 butirpernyataan melalui angket kepadaresponden pada penelitan tersebut:
Tabel 2
Rekapitulasi Perhitungan Data Angket responden Manajemen Zakat Profesi di
UPZ Pemerintah Provinsi Riau
No. Pernyataan Rekapitulasi Perhitungan Data AngketSS S N TS STS Jumlah1 1 40 6 0 0 0 462 2 15 25 3 0 3 463 3 20 20 3 0 3 464 4 4 26 10 3 3 465 5 10 26 4 3 3 466 6 10 20 8 4 4 467 7 8 34 2 0 2 468 8 20 20 4 0 2 469 9 20 18 4 0 4 4610 10 24 8 4 8 2 4611 11 20 18 2 4 2 46
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12 12 18 20 0 6 2 4613 13 10 20 8 6 2 4614 14 4 15 15 6 6 4615 15 2 20 20 2 2 4616 16 2 20 18 4 2 4617 17 20 10 0 8 8 4618 18 4 6 15 0 6 4619 19 4 4 30 4 4 4620 20 4 20 20 0 2 4621 21 18 20 4 2 2 4622 22 18 20 4 2 2 4623 23 0 30 8 4 4 4624 24 20 18 4 2 2 4625 25 4 20 20 0 2 4626 26 6 30 8 0 2 4627 27 4 20 18 0 4 4628 28 2 22 18 2 2 4629 29 2 20 18 4 2 4630 30 6 6 30 2 2 46
Jumlah 339 562 302 76 86 1.380
Nilai Skor 5 4 3 2 1
Total Skor 1.695 2.248 906 152 86
Grand total skor 5.087
Rata-Rata Skor
Penelitian 169,56
Persentase 24.56% 40.72% 21.88% 5.50% 6.23%Berdasarkan tabel di atas dapatdilihat bahwa responden respondenmenyatakan setuju yaitu denganpersentase 40.72%.Berikut digambarkan persentaserekapitulasi perhitungan data angketmenggunakan diagram lingkaran dapatdilihat pada gambar berikut ini :
Berdasarkan dan skor yang telahditetapkan, akan dihitung jawaban dariresponden yang selanjutnya akandibandingkan dengan skor ideal(kriterium) untuk seluruh item dandisajikan secara kontinum dalamgambar 12 sebagai berikut :
Gambar 1
Hasil Skor Penelitian Pada Garis KontinumSTS TS N S SS
169100 200 300 400 500
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Jadi, berdasarkan data yangdiperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletakpada daerah sangat tidak setuju.
PEMBAHASANDari hasil perhitungan di atasdiketahui bahwa Manajemen zakat profesidi UPZ Pemerintah Provinsi Riau  adalah“Sangat Tidak Setuju” karena akumulasijawaban responden berada padaKontinum Skor Ideal (kriterium) 50 padadaerah sangat tidak setuju.Berdasarkan dimensi faktor-faktoryang mempengaruhi Manajemenindikator “Perencanaan/Planning”.Berdasarkan angket nomor 1, dapatdilihat dari tanggapan responden tentangPengelola UPZ memiliki komitmen dalampengumpulan Zakat Profesi di instansimasing-masing yang menyatakan sangatsetuju 40 orang atau sebesar 87%,sementara responden yang menyatakansetuju 6 orang atau sebesar 13%,sementara responden yang menyatakannetral tidak ada, sementara respondenyang menyatakan tidak setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju tidak ada.Berdasarkan angket nomor 2,dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telah melakukanperencanaan sosialisasi kepada PegawaiSKPD instansi masing-masing tentangpelaksanaan program UPZ yangmenyatakan sangat setuju 15 orang atausebesar 33%, sementara responden yangmenyatakan setuju 25 orang atau sebesar55%, sementara responden yangmenyatakan netral 3 orang atau sebesar6%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 3 orang atau sebesar6%. Berdasarkan angket nomor 3,dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telah melakukankoordinasi dengan BAZNAS Provinsi
dalam pengumpulan Zakat Profesi diinstansi masing-masing responden yangmenyatakan sangat setuju 20 orang atausebesar 44%, sementara responden yangmenyatakan setuju 20 orang atau sebesar44%, sementara responden yangmenyatakan netral 3 orang atau sebesar6%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 3 orang atau sebesar6%. Berdasarkan angket nomor 4,dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telah menyediakanformat tata cara dan kadar nishab zakatdengan baik terhadap muzakki dalampelayanan pengumpulan Zakat Profesi,responden yang menyatakan sangatsetuju 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakansetuju 26 orang atau sebesar 57%,sementara responden yang menyatakannetral sebanyak 10 atau sebesar 23%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 3 orang atau sebesar 6%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 3 orang atau sebesar6%. Berdasarkan angket nomor 5 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangPengelola UPZ mengetahui tata cara kadardan nishab Zakat Profesi, responden yangmenyatakan sangat setuju 10 orang atausebesar 23%, sementara responden yangmenyatakan setuju 26 orang atau sebesar57%, sementara responden yangmenyatakan netral 4 orang atau sebesar8%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 3 orang atausebesar 6%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 3 orangatau sebesar 6%.Berdasarkan angket nomor 6 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangPengelola UPZ telah melaksanakanperencanaan yang profesional dalampengumpulan Zakat Profesi, respondenyang menyatakan sangat setuju 10 orang
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atau sebesar 23%, sementara respondenyang menyatakan setuju 20 orang atausebesar  44%, sementara responden yangmenyatakan netral 8 orang atau sebesar17%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 4 orang atausebesar 8%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 4 orangatau sebesar 8%.Berdasarkan angket nomor 7 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangMuzakki merasa puas terhadap kesiapandan perencanaan UPZ dalammengumpulkan Zakat Profesi, respondenyang menyatakan sangat setuju 8 orangatau sebesar  18%, sementara respondenyang menyatakan setuju 34 orang atausebesar 74%, sementara responden yangmenyatakan netral 2 orang atau sebesar4%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%. Berdasarkan angket nomor 8 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangPengelola UPZ telah melaksanakan sesuaiperencanaan dalam melaporkanpengumpulan Zakat Profesi di instansimasing-masing, responden yangmenyatakan sangat setuju 20 orang atausebesar 44%, sementara responden yangmenyatakan setuju 20 orang atau sebesar44%, sementara responden yangmenyatakan tidak ada, sementararesponden yang menyatakan tidak setuju4 orang atau sebesar 8%, sementararesponden yang menyatakan sangat tidaksetuju 2 orang atau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 9 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangPengelola UPZ telah menyerahkan danapengumpulan Zakat Profesi kepadaBAZNAS secara rutin sesuai perencanaan,responden yang menyatakan sangatsetuju 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakansetuju 18 orang atau sebesar 40%,sementara responden yang menyatakan
netral tidak ada, sementara respondenyang menyatakan tidak setuju 4 orangatau sebesar 8%, sementara respondenyang menyatakan sangat tidak setuju 4orang atau sebesar 8%.Berdasarkan  indikator“Perorganisasian/organizing”, angketnomor 10 dapat dilihat dari tanggapanresponden tentang BAZNAS Provinsi Riautelah menyerahkan SK penunjukanpengelola UPZ di SKPD masing-masing,responden yang menyatakan sangatsetuju 24 orang atau sebesar 52%,sementara responden yang menyatakansetuju 8 orang atau sebesar  18%,sementara responden yang menyatakannetral 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 8 orang atau 18%, sementararesponden yang menyatakan sangat tidaksetuju 2 orang atau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 11dapat dilihat dari tanggapan respondententang BAZNAS Provinsi Riau telahmemberikan intruksi kepada PengelolaUPZ tentang pengumpulan Zakat Profesidi instansi masing-masing, respondenyang menyatakan sangat setuju  20 orangatau sebesar 44%, sementara respondenyang menyatakan setuju 18 orang atau40%, sementara responden yangmenyatakan netral 2 orang atau sebesar4%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 4 orang atausebesar 8%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 2 orangatau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 12dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ sudah terstruktursesuai tugasnya masing-masing,responden yang menyatakan sangatsetuju 18 atau 40%, sementara respondenyang menyatakan setuju sebanyak 20 atau44%, sementara responden yangmenyatakan netral tidak ada, sementararesponden yang menyatakan tidak setuju6 orang atau sebesar 12%, sementararesponden yang menyatakan sangat tidak
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setuju 2 orang atau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 13 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangPengelola UPZ telah melakukan programdalam mendistribusikan dana ZakatProfesi sendiri kepada Asnaf yangdelapan, responden yang menyatakansangat setuju 10 orang atau sebesar 23%,sementara responden yang menyatakansetuju 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakannetral  4 orang atau sebesar 18%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 6 orang atau sebesar 13%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%. Berdasarkan angket nomor 14  dapatdilihat dari tanggapan responden tentangKetersediaan sumber daya manusia UPZsudah melebihi pada instansi masing-masing, responden yang menyatakansangat setuju sebanyak 4 atau 8%,sementara responden yang menyatakansetuju 15 orang atau sebesar 32%,sementara responden yang menyatakannetral 15 orang atau sebesar 32%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 6 orang atau sebesar 14%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 6 orang atau sebesar14%. Berdasarkan angket nomor 15dapat dilihat dari tanggapan respondententang Ketersediaan sumber dayamanusia UPZ masih kurang pada instansimasing-masing, responden yangmenyatakan sangat setuju 2 orang atau4%, sementara responden yangmenyatakan setuju 20 orang atau sebesar44%, sementara responden yangmenyatakan netral 20 orang atau sebesar44%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 2 orang atausebesar 4%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 2 orangatau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 16dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telah memiliki
pengalaman dalam mengelola ZakatProfesi, responden yang menyatakansangat setuju sebanyak 2 orang atausebesar 4%, sementara responden yangmenyatakan setuju 20 atau 44%,sementara responden yang menyatakannetral 18 orang atau sebesar 40%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%. Berdasarkan angket nomor 17dapat dilihat dari tanggapan respondententang BAZNAS Provinsi Riaumemberikan dana operasional yangmendukung pelaksanaan pengumpulanZakat Profesi kepada Pengelola UPZ diinstansi masing-masing, responden yangmenyatakan sangat setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansetuju 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakannetral 10 orang atau sebesar 22%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 8 orang atau sebesar 17%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 8 orang atau sebesar17%. Berdasarkan angket nomor 18Pengelola UPZ memiliki sumber danadalam operasional pengumpulan ZakatProfesi, responden yang menyatakansangat setuju 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakansetuju 6 orang atau sebesar 14%,sementara responden yang menyatakannetral 15 orang atau sebesar 32%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 15 orang atau sebesar 32%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 6 orang atau sebesar14%. Berdasarkan angket nomor 19dapat dilihat dari tanggapan respondententang Baznas Provinsi Riau telahmemberikan pelatihan kepada PengelolaUPZ tentang ketentuan pengumpulanZakat Profesi baik secara materi maupunteknis, responden yang menyatakan
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sangat setuju 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakansetuju 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakannetral 30 atau sebesar 68%, sementararesponden yang menyatakan tidak setuju4 orang atau sebesar 8%, sementararesponden yang menyatakan sangat tidaksetuju 4 orang atau sebesar 8%.Berdasarkan angket nomor 20  dapatdilihat tanggapan responden tentangPengelola UPZ telah transparansi dalammenginformasikan pengumpulan ZakatProfesi pada instansi masing-masing,responden yang menyatakan sangatsetuju 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakansetuju 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakannetral 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakantidak setuju tidak ada, sementararesponden yang menyatakan sangat tidaksetuju 2 orang atau sebesar 4%.Berdasarkan indikator “Pengara-han/Leading/Directing”.Angket nomor 21 dapat dilihat daritanggapan responden tentang PengelolaUPZ telah melaksanakan tugaspengumpulan Zakat Profesi sesuai denganDalil Al-Qur’an, responden yangmenyatakan sangat setuju 18 orang atau40%, sementara responden yangmenyatakan setuju 20 orang atau sebesar44%, sementara responden yangmenyatakan netral 4 orang atau sebesar8%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 2 orang atausebesar 4%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 2 orangatau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 22dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telahmelaksanakan tugas pengumpulan ZakatProfesi sesuai dengan Hadist, respondenyang menyatakan sangat setuju 18 orangatau sebesar 40%, sementara respondenyang menyatakan setuju 20 orang atau
sebesar 44%, sementara responden yangmenyatakan netral 4 orang atau sebesar8%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 2 orang atau 4%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%. Berdasarkan angket nomor 23dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telahmelaksanakan tugas pengumpulan ZakatProfesi sesuai dengan Fatwa MUI,responden yang menyatakan sangatsetuju tidak ada, sementara respondenyang menyatakan setuju 30 orang atausebesar 67%, sementara responden yangmenyatakan netral 8 orang atau sebesar17%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 4 orang atausebesar 8%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 4 orangatau sebesar 8%.Berdasarkan angket nomor 24dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola telah melaksanakantugas pengumpulan Zakat Profesi sesuaidengan Perundang-undangan Zakat,responden yang menyatakan sangatsetuju 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakansetuju 18 orang atau sebesar 40%,sementara responden yang menyatakannetral 4 orang atau sebesar 8%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 2 orang atau sebesar 4%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%. Berdasarkan indikator“Pengendalian/ controlling” pada angketnomor 25 dapat dilihat tanggapanresponden tentang BAZNAS Provinsi Riautelah memberikan informasi melaluimedia sosial dan cetak tentangpengumpulan Zakat Profesi pada instansidi UPZ masing-masing, responden yangmenyatakan sangat setuju 4 orang 8%,sementara responden yang menyatakansetuju 20 orang atau sebesar 44%,
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sementara responden yang menyatakannetral 20 orang atau sebesar 44%,sementara responden yang menyatakantidak setuju tidak ada, sementararesponden yang menyatakan sangat tidaksetuju 2 orang atau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 26dapat dilihat dari tanggapan respondententang Pengelola UPZ telah menyerahkandana Zakat Profesi sesuai perencanaanmelalui BAZNAS Provinsi Riau, respondenyang menyatakan sangat setuju 6 orang14%, sementara responden yangmenyatakan setuju 30 orang atau sebesar65%, sementara responden yangmenyatakan netral 8 orang atau sebesar17%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%. Berdasarkan angket no 27 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangBAZNAS Provinsi Riau telah transparansidalam  pengumpulan dan pendistribusianZakat Profesi di instansi masing-masing,responden yang menyatakan sangatsetuju 4 orang 8%, sementara respondenyang menyatakan setuju 20 orang atausebesar 44%, sementara responden yangmenyatakan netral 18 orang atau sebesar40%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju tidak ada,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 4 orang atau sebesar8%. Berdasarkan angket nomor 28 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangBAZNAS Provinsi Riau telah memberikanintruksi kepada Pengelola UPZ tentangpengumpulan Zakat Profesi sesuai denganpergub dan perundang-undangan,responden yang menyatakan sangatsetuju sebanyak 2 orang 4%, sementararesponden yang menyatakan setuju 22orang atau sebesar 48%, sementararesponden yang menyatakan netral 18orang atau sebesar 40%, sementararesponden yang menyatakan tidak setuju
2 orang atau sebesar 4%, sementararesponden yang menyatakan sangat tidaksetuju 2 orang atau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 29 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangBAZNAS Provinsi Riau telah melakukanpengawasan rutin kepada UPZ dalampengumpulan Zakat Profesi di instansimasing-masing, responden yangmenyatakan sangat setuju 2 orang atausebesar 4%, sementara responden yangmenyatakan setuju 20 orang atau sebesar44%, sementara responden yangmenyatakan netral 18 orang atau sebesar40%, sementara responden yangmenyatakan tidak setuju 4 orang atausebesar 8%, sementara responden yangmenyatakan sangat tidak setuju 2 orangatau sebesar 4%.Berdasarkan angket nomor 30 dapatdilihat dari tanggapan responden tentangBAZNAS Provinsi Riau telah melakukanpengawasan dalam pendistribusian ZakatProfesi, responden yang menyatakansangat setuju sebanyak 6 orang 14%,sementara responden yang menyatakansetuju 6 orang atau sebesar 14%,sementara responden yang menyatakannetral 30 orang atau sebesar 64%,sementara responden yang menyatakantidak setuju 2 orang atau sebesar 4%,sementara responden yang menyatakansangat tidak setuju 2 orang atau sebesar4%.
SIMPULANBerdasarkan hasil penelitian, makadapat ditarik kesimpulan dan saran yangdapat penulis kemukakan sebagai berikut:(1) Berdasarkan dimensi “faktor-faktoryang mempengaruhi manajemen” darideskripsi di atas dapat disimpulkanbahwa responden telah memiliki dimensifaktor-faktor yang mempengaruhimanajemen dengan tingginya jawabanresponden menyatakan setuju; dan (2)Berdasarkan dimensi “faktor-faktor yangmempengaruhi zakat profesi” darideskripsi di atas dapat disimpulkan
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bahwa responden telah memiliki dimensifaktor-faktor yang mempengaruhi zakatprofesi dengan tingginya jawabanresponden menyatakan setuju.Dapat diambil kesimpulan bahwamanajemen pengelolaan zakat di UPZPemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan“Sangat tidak baik” karena dapat dilihatdata yang diperoleh dari 46 UPZPemerintah Provinsi Riau terhadappelaksanaan Zakat Profesi oleh respondenmaka rata-rata skor penelitian sebesar169 terletak pada daerah sangat tidaksetuju pada garis kontinum.
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